
Menimbang 

BUPATI KAPUAS 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS 

NOMOR: 163 /DP3APPKB TAHUN 2023 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR: 436/DP3APPKB 
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK 

UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (FORUM PUSPA) 
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022- 2024 

TENTANG 

b. bahwa 

BUPATI KAPUAS, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak peru 
dibentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk 

untuk mendukung Program Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, dipandang perlu 
menggalang partisipasi semua pihak, termasuk Lembaga 
Masyarakat/ Lembaga Media; 

c. bahwa Lembaga Masyarakat/Lembaga Media Pemerhati 
Perempuan dan Pemerhati Anak di Kabupaten Kapuas, 
perlu diwadahi oleh suatu Forum Koordinasi Lembaga 
Masyarakat/Lembaga Media; 

d. bahwa SK Nomor 436/DP3APPKB TAHUN 2022 tentang 
penetapan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan 
Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Kabupaten Kapuas 
Tahun 2022-2024 perlu direvisi karena ada perpindahan 
dan pergantian anggota pengurus; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan 
Bupati Kapuas Nomor: 436/DP3APPKB Tahun 2022 

tentang Penetapan Forum Partisipasi Publik Untuk 
Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) 
Kabupaten Kapuas Tahun 2022-2024; 

Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Kapuas; 
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KESATU 

KEDUA 

MEMUTUSKAN: 

Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 436/DP3APPKB Tahun 2022 
tentang Penetapan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan 
Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Kabupaten Kapuas Tahun 
2022-2024 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Bupati ini 

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 
1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. 

3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas. 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 3 Aþril 

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas. 
5. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas. 

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukdan 
Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. 

2023 

Pt. BURATI KAPUAS, 

aM NAFIAH IBNOR 

8. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas. 

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas. 
7. Kabag. Kesra Setda kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas. 
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